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PUTUSAN
Nomor 25;3/9/Pc!t.G/2021/PA.GM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Senteluk Daye, 30 Juni 1986, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 telah
memberikan kuasa kepada Burhanudin, S.H., M.H., Dwi
Sudarsono, S.H., Lukmanul Hakim, S.H.l., Rico Johendri, S.H.,
Hilman Prayuda, S.H., Muhammad Hanafi, S.H., Habibi, S.H.,
Advokad/ Kuasa Hukum dan telah memilih domisili pada kantor
Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat
(LSBH-NTB) vyang beralamat di Jalan Gunung Tambora,
Kompleks Ruko Gomong Square No. 23, RT: 02, Lingkungan
Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Senteluk Daye, tanggal 31 Desember 1983,
agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di
Kabupaten Lombok Barat, Desa Senteluk, Batu Layar, Kabupaten

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Februari
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang
dengan Register Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 15 Februari 2021 telah
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mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,
sebagaimana dalam Akta Nikah tanggal 03 Desember 2006;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman Tergugat yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak
perempuan

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung + 14 (empat belas) tahun. Ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak pertengahan tahun 2018, yang dikarenakan Tergugat
berselingkuh dengan sepupu Penggugat dan yang bersangkutan telah
menikah dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ridho dengan
perbuatan Tergugat karena telah menghianati janji suci perkawinan, dan telah
mempermainkan rumah tangga;

6. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah ranjang atau pisah rumah dan sejak saat itu pula sudah tidak ada
lagi hubungan layaknya suami istri baik lahir maupun batin dan selama pisang
rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan tidak bisa dipertahankan dengan
baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan bahkan tidak
mungkin untuk diwujudkan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan alternatif yang lebih baik bagi Penggugat dengan Tergugat;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan
ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang
cqg. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana dalam Akta Nikah tanggal 03 Desember 2006 tersebut putus
karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Terggugat tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang sah untuk
hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya
dengan Terggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada
tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Lombok Barat, tanggal 01 Oktober 2015, yang telah

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.1);
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan

Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batulayar, tanggal 03 Desember 2006, yang telah
dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.2);
B. Bukti Saksi.
1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Terggugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Terggugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Terggugat tinggal bersama
di rumah kediaman Tergugat yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Nusa
Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan
Terggugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar
tahun 2018 lalu dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
yakni sepupu Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan
wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban
masing-masing;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Terggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi Il, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Terggugat karena saksi adalah
adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Terggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terggugat tinggal bersama
di rumah kediaman Tergugat yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Nusa
Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan

Terggugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar
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tahun 2018 lalu dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain

yakni sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban
masing-masing;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Terggugat namun tidak berhasil;
Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap
pada gugatannya untuk bercerai dengan Terggugat, serta mohon putusan;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk
kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara
ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama
Giri Menang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan perkara
Cerai Talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan
tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan
permohonan Penggugat telah diajukan oleh Penggugat sebagai suami, dan telah
diajukan ditempat tinggal Isteri (Terggugat). Oleh karena itu permohonan tersebut
dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat

serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut
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berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak
berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa
kepada kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Burhanudin, S.H.,
M.H., Dwi Sudarsono, S.H., Lukmanul Hakim, S.H.l., Rico Johendri, S.H., Hilman
Prayuda, S.H., Muhammad Hanafi, S.H., Habibi, S.H., selanjutnya Kuasa Hukum
Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari
organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi
Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan
Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu
syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan
dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang
yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-
pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 6 Tahun
1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa
khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para
pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang
diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah
satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman

tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,
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sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas

meterai tempel,

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan
dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa
berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah
menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan
advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh
Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan
surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 6
Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai
Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum
Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Terggugat

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
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wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Terggugat tersebut harus
dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Terggugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat
dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terggugat sebagaimana ketentuan Pasal
149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang
tercantum dalam kitab al-Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi
sebagai berikut:

&yﬂ&mw.&owlwd'P&?oopr&!g&)o:J
Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan

gugurlah haknya”;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat

(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar
dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Terggugat namun
usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya
tersebut dan oleh karena Terggugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka
proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal
yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2018
rumah tangga Penggugat dengan Terggugat sudah tidak harmonis lagi, yang
dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat dan yang
bersangkutan telah menikah dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak
ridho dengan perbuatan Tergugat karena telah menghianati janji suci perkawinan,

dan telah mempermainkan rumah tangga, sehingga menyebabkan antara
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Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November

2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terggugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka ketidakhadiran Terggugat tersebut dapat dianggap sebagai
bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan
merupakan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii gugatan Penggugat telah
menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai
hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), yaitu harus ada cukup
alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar
keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat
maupun Terggugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap
dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum
dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-
quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2)
serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat
berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Terggugat, berdasarkan Pasal
1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan
aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal
mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf
a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2000, jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh
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karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat
beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri
Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Terggugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang
sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaskud sesuai
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai
pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal
309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai
bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat
bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah menurut hukum ;
2. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang
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yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan

Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
3. Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk
mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling
menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah
perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan
sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan
bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada
kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan
satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus dan tidak
selalu bersifat fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara a
guo, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya
perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2018 merupakan bukti yang sangat kuat
dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Terggugat sudah pecah
(broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami istri;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah
sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana tujuan-tujuan
tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Terggugat
sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang

memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;
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Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut,

Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik
terhadap Penggugat ataupun Terggugat serta mudharat yang lebih besar
dibanding dengan mashlahat yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan
sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih sebagai
berikut:

tllas]l cd> e podo awlaall <5
Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudhartaan lebih didahulukan daripada
mengupayakan kebaikan/kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama yang menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)
yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Terggugat telah berdasar dan
beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.l. Sebagai ketua
majelis, Kunthi Mitasari, S.H.l. dan Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para
Hakim Anggota dengan dibantu H. Wacana, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Kunthi Mitasari, S.H.l. Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.
Hakim Anggota Il,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.
Panitera Pengganti,
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H. Wacana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses . Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00
Redaksi . Rp. 10.000,00
Junttatt —Rp —290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

o0 MNP
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